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LAPORAN TINDAKLANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

NO. HASIL EVALUASI REKOMENDASI TINDAKLANJUT 

[1] [2] [3] [4] 

I Perencanaan Kinerja   

 a. Setiap unit/satuan kerja belum sepenuhnya memahami 

dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja 
yang telah direncanakan 

Mengadakan workshop atau forum diskusi rutin untuk menjelaskan visi, 

misi dan target kinerja organisasi serta menyelenggarakan forum 
evaluasi kinerja secara berkala untuk meninjau capaian serta hambatan 
setiap unit, guna meningkatkan rasa memiliki dan tanggungjawab 

bersama terhadap hasil kinerja 

Pada tanggal 06 Januari 2026, telah diadakan 

rapat mengenai refleksi pencapaian kinerja 
tahun 2025 serta orientasi target kinerja tahun 
2026 

 b. Setiap pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli 
serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah 
direncanakan 

 Pada tanggal 12 Januari 2026 telah diadakan 
rapat penetapan rencana target kinerja per 
masing-masing UPTB 

    

II Pengukuran Kinerja   

 
a. Belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan 

pengumpulan data kinerja 
Dokumen pengukuran kinerja tidak hanya di dasarkan dari pengukuran 
atas realisasi penyerapan anggaran, tetapi juga di dasarkan dari 

pengukuran atas realisasi capaian kinerja atas indikator kinerja 

Dokumen LKjIP Tahun 2025 telah dilakukan 
pengukuran atas realisasi capaian kinerja per 

indikator kinerja  

 
b. Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap 

pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan 

 Mekanisme dan prosedural pengumpulan data 

kinerja tergambar pada Standar Operasional 
Prosedur (SOP) pengumpulan data kinerja 

 
c. Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya re levan 

untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan 
 Data kinerja yang dikumpulkan bersumber 

pada data Badan Pusat Statistik, Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 
Keuangan, Badan Pengelola Keuangan dan 
Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan 



 
d. Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam 

penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan 

kinerja/penghasilan 

Pengukuran hasil capaian kinerja masing-masing pegawai agar menjadi 
dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan 

kinerja/penghasilan 

Hasil capaian kinerja masing-masing pegawai 
telah menjadi dasar acuan pembayaran 

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 

 
e. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian 

(Refocusing) organisasi 
Pengukuran kinerja agar mempengaruhi penyesuaian (refocusing) 
organisasi 

Untuk saat ini pengukuran kinerja belum 
dijadikan acuan dalam penyesuaian 
(refocusing) organisasi, namun penjenjangan 

kinerja (cascading) telah diturunkan ke unit 
kerja yang lebih rendah sampai ke level staf 
pelaksana  

 
f. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi 

penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja 

Rencana aksi menjabarkan rincian aktivitas yang dapat 

menggambarkan langkah-langkah operasional sesuai dengan semua 
sasaran strategis yang ada di dalam Renstra Perangkat Daerah   

Rencana aksi telah dijabarkan dalam aksi dan 

langkah kerja yang bersifat operasional untuk 
menunjang kinerja 

III Pelaporan Kinerja   

 
a. Dokumen laporan kinerja belum menginformasikan 

perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja 
tahun-tahun sebelumnya 

 Dokumen laporan kinerja telah 
menginformasikan perbandingan kinerja 
dengan realisasi kinerja tahun-tahun 

sebelumnya 

 
b. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya 

menjadi perhatian utama pimpinan 

Jadwalkan pembahasan laporan kinerja sebagai agenda tetap dalam 

rapat pimpinan yang tidak hanya membahas realisasi penyerapan 
anggaran, tetapi juga membahas capaian atas rencana kerja masing-

masing indikator kinerja 

Pembahasan laporan kinerja telah 

diagendakan setiap triwulan tahun berkenaan 

IV Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal   

 
a. Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP 

belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung 
efektivitas dan efisiensi kinerja 

 Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh 

APIP akan dimanfaatkan dalam mendukung 
efektivitas dan efisiensi kinerja 

 

 



 

Tindaklanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: 

I. Perencanaan Kinerja 

a. Setiap unit/satuan kerja belum sepenuhnya memahami dan peduli serta berkomitmen dalam 

mencapai kinerja yang telah direncanakan 

b. Setiap pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja 

yang telah direncanakan 

Tindaklanjut: 

a. Pada tanggal 06 Januari 2026, telah diadakan rapat mengenai refleksi pencapaian kinerja tahun 2025 

serta orientasi target kinerja tahun 2026 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapat pada tanggal 06 Januari 2026 merupakan rapat refleksi atas kinerja tahun 2025 serta orientasi 

kinerja tahun 2026 dengan hasil sebagai berikut: 

1. Kinerja Tahun 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinerja pendapatan sektor pajak daerah tahun 2025: 

I. Pendapatan sektor pajak daerah terealisasi sebesar Rp. 3.927.846.336.223,83 atau 102,46 % dari 

rencana target sebesar Rp. 3.833.367.486.607,00, sektor pajak daerah mengalami surplus sebesar 

Rp. 94.478.849.616,80. 

II. Kinerja pendapatan dari sektor pajak daerah ini turut berkontribusi terhadap penguatan kapasitas 

fiskal daerah dari sisi pajak daerah dimana rasio kapasitas fiskal daerah pada tahun 2024 sebesar 

1,894 dan posisi Desember 2025 rasio kapasitas fiskal daerah sebesar 2,052 atau mengalami 

kenaikan sebesar 0,158 point.  

III. Keberhasilan ini disebakan karena strategi yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 sebagai 

berikut: 

a. Rapat Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi untuk peningkatan penerimaan pajak daerah 

dari PKB dan BBN-KB yang dipimpin oleh Gubernur Sumatera Selatan bersama 17 (tujuh 

belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota; 

b. Rapat Koordinasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah per wilayah 17 (tujuh belas) 

Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan yang langsung dipimpin oleh 

Bupati/Walikota se Sumatera Selatan; 

c. Sinergi dan Kolaborasi terkait dengan pendanaan serta pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen 

BBN-KB dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan 

kegiatan antara lain sosialisasi dan edukasi, pendataan bersama, pelaksanaan razia bersama, 

pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah serta bimbingan teknis bagi 

para ketua Rukun Tetangga; 

d. Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPAD) melalui satuan tugas bersama stakeholder terkait 

antara lain Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal serta 17 (tujuh belas) Pemerintahan 

Kabupaten/Kota; 

e. Pelaksanaan door to door service untuk penagihan pembayaran pajak daerah. 

 

2.   Orientasi kinerja Tahun 2026: 

I. Rencana target pendapatan sektor pajak daerah tahun 2026 sebesar Rp. 4.071.314.046.831,00 

mengalami kenaikan sebesar Rp. 237.946.560.224,00 atau kenaikan sebesar 6,057 % 

II. Dengan kenaikan rencana target sektor pajak daerah tahun 2026 sebesar 6,057 % dan 

penyesuaian terhadap transfer ke daerah yang turun, maka strategi untuk penguatan kapasitas 

fiskal daerah tahun 2026 sebagai berikut: 



a. Optimalisasi Pendapatan Daerah bersama dengan Tim Panitia Khusus (Pansus) yang 

dibentuk oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan; 

b. Rencana kerjasama dengan akademisi Universitas untuk menghitung potensi 

Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan; 

c. Rencana kerjasama dengan Badan Pusat Statistik terkait dengan survei pendataan 

d. Sinergi dan Kolaborasi terkait dengan pendanaan serta pelaksanaan Opsen PKB dan 

Opsen BBN-KB dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera 

Selatan kegiatan antara lain sosialisasi dan edukasi, pendataan bersama, pelaksanaan 

razia bersama, pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah serta 

bimbingan teknis bagi para ketua Rukun Tetangga dan atau para Kepala Desa; 

e. Rapat Koordinasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah per wilayah 17 (tujuh belas) 

Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan. 

f. Rencana pelaksanaan door to door service, optimalisasi pendapatan sektor pajak 

bahan bakar dan operasi gabungan dengan Tim Pembina Samsat Provinsi; 

g. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan intensifikasi pajak daerah; 

h. Penguatan basis data pajak daerah; 

i. Pengawasan berbasis risiko serta penguatan pengendalian sistem intern pemerintah 

sektor pajak daerah; 

j. Penguatan kepada setiap unit kerja dan pegawai untuk memahami dan meningkatkan 

kinerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. Pada tanggal 12 Januari 2026 telah diadakan rapat penetapan rencana target kinerja per masing-

masing UPTB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Rapat pada tanggal 12 Januari 2026 dilaksanakan untuk Para Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan 

Daerah Wilayah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan dengan tujuan: 

1. Mengevaluasi atas kinerja seluruh UPTB PPD Wilayah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan 

terhadap realisasi penerimaan pajak daerah (PKB, BBN-KB, PAP, PAB, PBB-KB) tahun 2025; 

2. Agar masing-masing UPTB PPD Wilayah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan memahami dan 

meningkatkan kinerja dalam mencapai target penerimaan pajak daerah (PKB, BBN-KB, PAP, PAB, 

PBB-KB); 

3. Membangun sinergitas dan kolaborasi bersama antara UPTB PPD Wilayah Kabupaten/Kota se 

Sumatera Selatan dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan; 

4. Penguatan kepada setiap unit kerja dan pegawai untuk memahami dan meningkatkan kinerja; 

5. Melakukan update basis data pajak di masing-masing daerah bersama dengan 17 (tujuh belas) 

Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan 

 



 Pengukuran Kinerja 

a. Belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja 

b. Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan 

c. Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja yang 

diharapkan 

d. Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan 

kinerja/penghasilan 

e. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) organisasi 

f. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja



Tindaklanjut: 

a. Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja telah ada (terlampir). 

b. Mekanisme pengumpulan data kinerja dijabarkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) 

 

No Aktivitas 

Pelaksana Kualitas Mutu Baku 

Pejabat Eselon II Pejabat Eselon III Pejabat Eselon IV Staff Kelengkapan Waktu Keluaran (output) 

1. 

Keputusan tentang Penetapan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Perangkat Daerah   

    ● RPJMD/Renstra 

● Cascading down 

 
1 hari 

● Penetapan IKU 

2. 
Mengidentifikasi dan menetapkan 

Perjanjian Kinerja Unit Eselon II  

    ● Permenpan 53/2014 

 1 hari 

● Dokumen Perjanjian Kinerja 

 

3. 

Mengidentifikasi dan menganalisa 

penjenjangan kinerja (cascade 

down) Unit Kerja Eselon III s.d 

level operasional staff      

    
● RPJMD/Renstra 

● IKU 1 hari 

● Cascading down 

 

4. 

Mengidentifikasi dan menganalisa 

Risiko Strategis (RSO) dan Risiko 

Operasional (ROO) Perangkat 

Daerah      

    ● PP 60/2008 

● Permendagri 99/2018 

● Pergub 74/2016 

 

1 hari 
● Dokumen Peta Risiko 

5. 

Pelaksanaan program/kegiatan/ 

sub kegiatan untuk mencapai 

tujuan dan sasaran strategis 

    ● Dokumen RKA 

● Dokumen DPA 

 
1 hari 

● Dokumen RTP  

6. 
Pelaksanaan dan pemantauan 

pengukuran  kinerja 

    ● Dokumen anggaran 
Per TW 

● Dokumen Pelaksanaan 

7. 
Monitoring dan evaluasi atas 

pencapaian kinerja 

    ● RTP 

 1 hari 
● Dokumen monev  

8. 
Tindak Lanjut Pelaksanaan 

Kinerja 

    ● RTP 
1 hari 

● Dokumen Pengelolaan Risiko 

9. Pelaporan Kinerja 

    
● Hasil Tindak Lanjut 

1 hari 

● Dokumen pelaporan 

 

      

 

Tidak 

   

  

Ya  

Tidak 
 

Ya 



 



c. Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja yang 

diharapkan 

Data kinerja yang dikumpulkan bersumber pada data Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 

 

Data PDRB dari Website BPS 

 

 

 

 

 

 



Data PDRB dari Website BPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data Pajak Daerah dari Website DJPK 

 

 



Data LRA BPKAD    



 

d. Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan 

kinerja/penghasilan 

Hasil capaian kinerja masing-masing pegawai telah menjadi dasar acuan pembayaran Tambahan 

Penghasilan Pegawai (TPP) 

 

 



 

e. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) organisasi 

Untuk saat ini pengukuran kinerja belum dijadikan acuan dalam penyesuaian (refocusing) organisasi, 

namun penjenjangan kinerja (cascading) telah diturunkan ke unit kerja yang lebih rendah sampai ke 

level staf pelaksana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



f. Rencana aksi telah dijabarkan dalam aksi dan langkah kerja yang bersifat operasional untuk menunjang kinerja 

 

NO. 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA SATUAN 

TARGET 

2026 

TARGET KINERJA 
(TRIWULAN) 

RINCIAN 

AKTIVITAS 

RISIKO 
PENUGASAN 

 

ANGGARAN SATUAN PELAKSANA 

TARGET KEGIATAN 
(TRIWULAN) 

I II III IV I II III IV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 

1. Meningkatnya 
Kapasitas Fiskal 
Daerah 

Indeks Kapasitas Fiskal 
Daerah 

Indeks 2,02 0,505 1,01 1,515 2,02 Optimalisasi 
Pendapatan 
Daerah 

Sinergi optimalisasi 
pendapatan 
bersama dengan 
Pansus DPRD Prov. 

Sumsel 

1.422.980.200 6 bulan Seluruh 
Bidang 

10 50 20 20 

          Sinergi dan 

kolaborasi Opsen 
PKB dan Opsen 
BBN-KB 

510.000.000 17 

Kab/Kota 

Seluruh 

Bidang 

25 10 55 10 

2. Meningkatnya 
Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 
Pemerintah 

Nilai SAKIP Bapenda Nilai 84,07 10 21 49 14,07 Penugasan kinerja 
sampai ke level 

staf pelaksana 
(cascading) 

Evaluasi dan 
pemantauan kinerja 

secara berkala 
waktu 

72.600.000 4 kali Seluruh 
Bidang 

15 30 45 10 

3. Meningkatnya 
Kemandirian 
Fiskal Daerah 

Indeks Kemandirian Fiskal 
Daerah 

Indeks 0,458 0,11 0,23 0,34 0,458 Optimalisasi 
Pendapatan Asli 
Daerah 

Sinergi dan 
kolaborasi Opsen 
PKB dan Opsen 

BBN-KB 

98.500.000 17 
Kab/Kota 

Bidang 
P2PATDA 

5 25 60 10 

4. Meningkatnya 

pertumbuhan 
pendapatan 
daerah dalam 
APBD 

Pertumbuhan pendapatan 

daerah dalam APBD 

% 1,28 0,32 0,64 0,96 1,28 Sinergi dan 

koordinasi 
pendapatan 
transfer pusat  

Konsolidasi fiskal 

dengan pemerintah 
pusat 

120.800.000 4 kali Bidang PDLL 15 35 45 5 

5. Meningkatnya 
Kontribusi Rasio 

Pajak Daerah 
terhadap PDRB 

Rasio Pajak Daerah 
terhadap PDRB 

Rasio  1,252 0,31 0,62 0,93 1,252 Pelaksanaan door 
to door service 

Minimnya petugas 
penagihan yang 

berbasis 
kompetensi juru 
sita 

2.000.000.000 8 kali Bidang Pajak 10 50 20 20 

6. Meningkatnya 
Pendapatan Asli 

Daerah 

1.1 Persentase Realisasi 
Pencapaian 

Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) 

% 92,21 10 25 45 12,21 Optimalisasi 
Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

Minimnya sarana 
prasarana sebagai 

akibat luas 
jangkauan wilayah 

1.625.000.000 4 kali Bidang Pajak 20 40 30 10 

          Pelaksanaan door 
to door service 

Minimnya petugas 
penagihan yang 

2.000.000.000 8 kali Bidang Pajak 10 50 20 20 



berbasis 
kompetensi juru 

sita 

          Optimalisasi pajak 

bahan bakar 
kendaraan 
bermotor 

Jangkauan wilayah 

perairan sungai 

589.450.500 2 kali Bidang Pajak 25 30 25 20 

7. Meningkatnya 
Kredibilitas 

Penerimaan 
Pendapatan 
Dari 
Perencanaan 

Awal 

1.1 Deviasi Realisasi PAD 
Terhadap Anggaran 

PAD Dalam APBD 
Dalam Batas 
Toleransi 

% 6,00 0,5 2,5 2,0 1,0 Ekstensifikasi 
penerimaan pajak 

daerah 

Terbatasnya 
sumber potensi 

penerimaan pajak 
daerah 

734.392.000 1 kali Bidang 
P2PATDA 

15 30 45 10 

8. Meningkatnya 

Kontribusi PAD 
Terhadap PDRB 

1.1 Rasio PAD Terhadap 

PDRB Non Migas 

Rasio 0,98 0,2 0,4 0,5 0,06 Diversifikasi 

penerimaan pajak 
daerah 

Masih terdapatnya 

tunggakan 
penerimaan pajak 
daerah 

589.450.500 1 kali Bidang Pajak 25 10 55 10 

  1.2 Rasio PAD Terhadap 
PDRB Pengeluaran 

Konsumsi Pemerintah 
Daerah 

Rasio 1,18 0,12 1,1 0,3 0,2 Intensifikasi 
penerimaan pajak 

daerah 

Masih terdapatnya 
wajib pajak yang 

non aktif 

100.000.000 2 kali Bidang Pajak 10 30 50 10 

9. Meningkatnya 
Rasio Pajak 
Daerah 

1.1 Persentase Realisasi 
Penerimaan Pajak 
Daerah Terhadap 

GDP 

% 1,73 0,61 0,5 0,5 0,12 Penyuluhan dan 
Penyebarluasan 
Kebijakan Pajak 

Daerah 

Minimnya sarana 
prasarana media 
penyampaian 

diseminasi pajak 
daerah  

2.000.000.000 4 kali Bidang Pajak 10 50 20 20 

10. Meningkatnya 
Subjek Pajak 
Daerah 

1.1 Persentase 
Meningkatnya Subjek 
Pajak Daerah 

% 14,81 4,53 3,28 4 3 Penetapan wajib 
pajak daerah 

Masih terdapatnya 
objek wajib pajak 
baru yang belum 
ditetapkan 

175.000.000 1 kali Bidang Pajak 5 25 60 10 

11. Berkurangnya 
Doleansi Pajak 

Daerah 

1.1 Persentase 
berkurangnya 

pengajuan doleansi 
pajak 

% 5,02 % 1,02 2 1 1 Penagihan pajak 
daerah 

Masih terdapatnya 
pengajuan doleansi 

pajak daerah  

589.450.500 2 kali Bidang Pajak 15 35 45 5 

12. Berkurangnya 
Kesalahan 
Dalam Ikhtisar 

Pembukuan 
Pajak Daerah 

1.1 Persentase 
meningkatnya 
ketelitian ikhtisar 

pembukuan pajak 

% 100 % 25 25 25 25 Penelitian dan 
Verifikasi Data 
Pelaporan Pajak 

Daerah 

Masih terdapatnya 
kesalahan dalam 
pembukuan dan 

pelaporan pajak 
daerah 

100.000.000 4 kali Bidang Pajak 25 25 25 25 

13. Meningkatnya 
Rasio PAD 
Terhadap 

Penerimaan 
Lain lain Dalam 
APBD 

1.1 Rasio PAD Terhadap 
Penerimaan Lain lain 

Rasio 95,43  20 25 45 5,43 Analisa dan 
Pengembangan 
Retribusi Daerah, 

serta Penyusunan 
Kebijakan 
Retribusi Daerah 

Masih terdapatnya 
potensi retribusi 
yang belum digali 

untuk peningkatan 
PAD 

121.266.000 2 kali Bidang PDLL 5 15 60 20 

14. Meningkatnya 
Pendapatan 

1.1 Persentase 
Meningkatnya 
Realisasi Pendapatan 

% 89,78 10 30 40 9,78 Perencanaan 
Pengelolaan 
Retribusi  Daerah 

Kerjasama 
pemanfaatan 
terhadap objek 

637.400.000 1 kali Bidang PDLL 10 60 20 10 



Retribusi 
Daerah 

Retribusi Terhadap 
Target 

retribusi masih 
belum optimal 

15. Meningkatnya 
Pendapatan dari 

Penerimaan 
Bagi Hasil 

1.1 Persentase 
Meningkatnya 

Penerimaan Bagi 
Hasil 

% 83,93 25 10 35 13,93 Pengelolaan Dana 
Bagi Hasil Provinsi 

Pola intensifikasi 
belum optimal 

terhadap 
penerimaan pusat 

220.000.000 4 kali Bidang PDLL 15 15 60 10 

16. Meningkatnya 
Penerimaan dari 
Hibah 

1.1 Persentase 
Meningkatnya 
Penerimaan Hibah 

% 84,83 10 40 20 14,83 Pengolahan Data 
Retribusi Daerah 

Belum optimalnya 
penerimaan hibah  

210.000.000 4 kali Bidang PDLL 20 20 45 15 

17. Meningkatnya 
Level Maturitas 

Pengendalian 
Intern 
Pengawasan 
Pendapatan 

Daerah 

1.1 Level Maturitas 
Pengendalian Intern 

(0 - 5) 

Nilai 3 3 3 3 3 Pengendalian, 
Pemeriksaan dan 

Pengawasan 
Pajak Daerah 

Belum optimalnya 
penerapan 

pengendalian intern 
pemerintah 

375.000.000 2 kali Bidang 
Pengawasan 

dan 
Pembinaan 

15 40 25 20 

18. Meningkatnya 

Pemeriksaan 
atas 
Pelaksanaan 

Pemungutan 
Pendapatan 
Daerah 

1.1 Persentase 

Meningkatnya 
Intensitas 
Pemeriksaan 

% 92,91 10 35 35 12,91 Pembinaan dan 

Pengawasan 
Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah 

Belum optimalnya 

pengawasan pajak 
daerah dan 
retribusi daerah 

50.000.000 2 kali Bidang 

Pengawasan 
dan 
Pembinaan 

5 45 30 20 

19. Berkurangnya 
Tindak Lanjut 

Penyelesaian 
atas Temuan 
Penyimpangan 
Pelanggaran 

Dalam 
Pendapatan 
Daerah 

1.1 Persentase 
Berkurangnya Tindak 

Lanjut Penyelesaian 

% 16,85 5,03 4,82 4 3 Pembinaan dan 
Pengawasan 

Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah 

Masih terdapatnya 
pelanggaran dalam 

pendapatan daerah 

50.000.000 2 kali Bidang 
Pengawasan 

dan 
Pembinaan 

5 45 30 20 

20. Berkurangnya 
Tindakan 

Represif untuk 
Penertiban 
Keamanan 
dalam 

Pelaksanaan 
Pendapatan 
Daerah 

 

1.1 Persentase 
Berkurangnya 

Tindakan Refresif 

% 12,74 3,74 2 4 3 Pengendalian, 
Pemeriksaan dan 

Pengawasan 
Pajak Daerah 

Masih terdapatnya 
pelaksanaan yang 

belum tertib sesuai 
dengan SOP 

375.000.000 2 kali Bidang 
Pengawasan 

dan 
Pembinaan 

15 40 25 20 

21. Meningkatnya 

Penggalian 
Sumber Potensi 
Pendapatan Asli 
Daerah 

1.1 Persentase 

Meningkatnya 
Sumber Potensi 
Pendapatan Asli 
Daerah 

% 82,19 15 25 25 16,19 Analisa dan 

Pengembangan 
Pajak Daerah, 
serta Penyusunan 
Kebijakan Pajak 

Daerah 

Pengembangan 

pajak daerah belum 
sepenuhnya 
mengacu pada 
kemampuan dan 

kapasitas daerah 

1.150.000.000 1 kali Bidang 

P2PATDA 

5 65 20 10 



22. Meningkatnya 
Objek Penelitian 

Potensi 
Pendapatan Asli 
Daerah 

1.1 Persentase 
Meningkatnya 

Penelitian Objek 
Potensi Pendapatan 
Asli Daerah 

% 83,81 10 20 30 23,81 Pengolahan, 
Pemeliharaan dan 

Pelaporan Basis 
Data Pajak 
Daerah 

Penelitian berbasis 
atas daya dukung 

daerah belum 
optimal 

734.392.000 1 kali Bidang 
P2PATDA 

10 25 35 30 

23. Meningkatnya 
Kerjasama 
Dengan Pihak 

Ketiga 

1.1 Persentase 
Meningkatnya 
Kerjasama 

% 93,62 10 20 30 33,62 Analisa dan 
Pengembangan 
Retribusi Daerah, 

serta Penyusunan 
Kebijakan 
Retribusi Daerah 

Belum optimalnya 
penggalian sumber 
retribusi baru bagi 

daerah 

121.266.000 4 kali Bidang 
P2PATDA 

5 35 45 10 

24. Deregulasi 
Kebijakan 

Dalam 
Penetapan 
Sumber Potensi 

1.1 Persentase 
Meningkatnya 

Peraturan yang 
Diharmonisasi 

% 100,00 25 25 25 25 Perencanaan 
Pengelolaan Pajak 

Daerah 

Masih terdapatnya 
kebijakan yang 

belum 
diharmonisasi 
terkait dengan 
kebijakan investasi 

daerah 

637.400.000 1 kali Bidang 
P2PATDA 

15 15 65 5 

25. Meningkatnya 
Dukungan 
Sekretariat 
Dalam 

Peningkatan 
Pendapatan 
Daerah 

1.1 Persentase 
Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Pertanggungjawaban 

Keuangan 

% 94,96 20 20 30 24,96 Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 

Bulanan / 
Triwulan / 
Semesteran SKPD 

Masih terdapatnya 
jurnal koreksi atas 
pertanggungjawaba
n keuangan 

300.000.000 4 kali Sekretariat 10 40 30 20 

  1.2 Persentase Efisiensi 
dan Efektifitas 

Penggunaan 
Anggaran 

% 4,92 1 2 1 1,01 Penyusunan 
Dokumen 

Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Masih terdapatnya 
GAP antara 

dokumen 
perencanaan 
dengan dokumen 
anggaran 

100.000.000 2 kali Sekretariat 15 30 45 10 

          Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Pemantauan dan 
evaluasi terhadap 

kinerja dilakukan 
secara berkala 

100.000.000 4 kali Sekretariat 15 30 45 10 

          Koordinasi dan 
Penyusunan 
Dokumen RKA-

SKPD 

Evaluasi kinerja 
anggaran terhadap 
sasaran strategis 

belum optimal 

100.000.000 2 kali Sekretariat 15 30 45 10 

  1.3 Persentase 

Meningkatnya 
Kompetensi Sumber 
Daya Manusia Dalam 

Peningkatan 
Pendapatan Daerah 

% 80,92 5 25 30 20,92 Penyediaan 

Administrasi 
Pelaksanaan 
Tugas ASN 

Pelaksanaan tugas 

ASN belum optimal 

243.500.000 4 kali Sekretariat  20 15 45 20 

          Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 

Masih minimnya 
pegawai yang 
mempunyai 

387.000.000 4 kali Sekretariat 20 15 45 20 



kompetensi sesuai 
dengan kinerja ASN 

          Sosialisasi 
Peraturan 

Perundang - 
undangan 

Peningkatan 
capacity building 

bagi pegawai 
terhadap peraturan 
terkait kinerja ASN 

500.000.000 4 kali Sekretariat 20 15 45 20 

          Bimbingan Teknis 
Implementasi 

Peraturan 
Perundang-
undangan 

Masih minimnya 
ASN yang 

mempunyai 
kompetensi 
berkaitan dengan 
kinerja ASN 

530.026.463 2 kali Sekretariat 20 15 45 20 

26. Meningkatnya 
Layanan 

Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

1.1 Persentase 
Meningkatnya 

Layanan Berbasis 
Teknologi Informasi 

% 62,67 10 20 20 12,67 Dukungan 
Pelaksanaan 

Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis 

Elektronik pada 
SKPD 

Masih rendahnya 
penggunaan 

digitalisasi dalam 
SPBE 

16.246.600.00
0 

 
  

4 kali UPTB Puslia 15 45 30 10 

27. Meningkatnya 
Kerjasama 
Layanan Pada e 
commerce 

1.1 Persentase 
Meningkatnya 
Kerjasama 

% 91,54 10 30 30 21,54 Meningkatnya 
modern channel 

Belum optimalnya 
kerjasama layanan 
e commerce pada 
pembayaran pajak  

200.000.000 1 kali UPTB Puslia 10 50 20 20 

28. Meningkatnya 

Digitalisasi 
Pembayaran 
Pendapatan 
Daerah 

1.1 Persentase 

Meningkatnya 
Penggunaan 
Digitalisasi 

% 79,21 15 25 20 18,21 Pengembangan 

digitalisasi dalam 
pembayaran pajak 
daerah 

Belum optimalnya 

layanan berbasis 
digitalisasi 

100.000.000 1 kali UPTB Puslia 10 50 20 20 

29. Meningkatnya 
Sistem 

Keamanan Data 
Informasi 

1.1 Persentase 
Meningkatnya Sistem 

Keamanan Data 
Informasi 

% 41,78 5 10 15 11,78 Pemeliharaan 
asset tak 

berwujud 

Masih rendahnya 
tingkat keamanan 

system informasi 
basis pajak daerah 

600.000.000 2 kali UPTB Puslia 15 30 30 25 

30. Meningkatnya 
Kecepatan 
Internet 

1.1 Kecepatan Layanan 
Internet up to 100 
MBPs 

MBPs 100 25 25 25 25 Peningkatan 
akses internet 
pada blank spot 

area 

Masih terdapatnya 
blank spot area 

5.774.212.000 4 kali UPTB Puslia 20 35 35 10 

31. Meningkatnya 

Pendapatan 
Pajak Daerah 

1.1 Persentase 

Meningkatnya 
Realisasi Pendapatan 
Pajak Terhadap 

Target 

% 100 25 25 25 25 Optimalisasi 

pendapatan pajak 
daerah 

Masih rendahnya 

partisipasi wajib 
pajak dalam 
membayar pajak 

daerah 

1.074.821.800 4 kali UPTB PPD 

Wilayah 
Kabupaten 
Kota se 

Sumatera 
Selatan 

10 45 35 10 

32. Berkurangnya 
Tunggakan 
Pajak Daerah 

1.1 Persentase 
Berkurangnya 
Tunggakan Pajak 

% 8,62 2 3 2 1,62 Optimalisasi 
pelaksanaan door 
to door service 

Masih terdapatnya 
tunggakan dalam 
pembayaran pajak 
daerah 

1.625.000.000 4 kali UPTB PPD 
Wilayah 
Kabupaten 
Kota se 

Sumatera 
Selatan 

20 25 45 10 



33. Berkurangnya 
Kesalahan 

Perhitungan 
Dalam 
Penetapan 
Pajak Daerah 

1.1 Persentase 
Berkurangnya 

Kesalahan 
Perhitungan Dalam 
Penetapan Pajak 
Daerah 

% 9,60 2 2 3 2,60 Penelitian dan 
Verifikasi Data 

Pelaporan Pajak 
Daerah 

Masih terdapatnya 
kesalahan 

perhitungan sesuai 
dengan NJKB 

1.255.000.000 1 kali UPTB PPD 
Wilayah 

Kabupaten 
Kota se 
Sumatera 
Selatan 

15 30 45 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



II. Pelaporan Kinerja 

a. Dokumen laporan kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi 

kinerja tahun-tahun sebelumnya 

Tindaklanjut: 

Realisasi kinerja telah dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya:  

1. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah 

 

No. Tahun 
Rasio Kapasitas 

Fiskal Daerah  

Kategori Kapasitas Fiskal 

Daerah 

1. 2015 0,34 Rendah 

2. 2016 0,39 Rendah 

3. 2017 1,16 Tinggi 

4. 2018 1,117 Tinggi 

5. 2019 0,794 Sedang 

6. 2020 0,948 Tinggi 

7. 2021 0,958 Tinggi 

8. 2022 1,890 Sedang 

9. 2023 1,832 Sedang 

10. 2024 1,894 Sedang  

11. 2025 2,052 Sedang  

 

2. Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (Revenue Mobilization) 

 

No. Tahun Realisasi PAD [Rp] 
APBD Bersumber PAD 

[Rp] 
Nilai Deviasi 

1. 2017 3.031.633.624.303,15 3.165.360.996.225,00 4,22 % 

2. 2018 3.528.010.712.183,45 3.449.590.628.837,00 2,27 % 

3. 2019 3.494.510.853.251,24 3.436.828.903.746,55 2 % 

4. 2020 3.375.100.484.841,37 3.617.058.256.621,75 7 % 

5. 2021 3.866.149.015.117,47 4.747.088.053.007,00 19 % 

6. 2022 4.931.014.199.344,74 5.385.438.862.341,00 8,44 % 

7. 2023 4.410.571.914.182,50 4.149.362.000.000,00 6,30 % 

8. 2024 5.312.794.988.178,45 4.760.692.664.094,00 11,5 % 

9. 2025 4.509.197.075.145,67 4.459.311.556.974,00 1,119% 

 

3. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah 

 

No. Tahun Realisasi Pendapatan  Realisasi TKD Rasio IKF Invers 

1. 2010 3,222,589,000,000.00      1,840,563,000,000.00  0.57 0.43 

2. 2011 3,963,984,966,161.18      1,992,557,000,412.00  0.50 0.50 

3. 2012   5,223,940,074,318.61      2,378,798,650,801.00  0.46 0.54 

4. 2013    5,473,787,298,623.10      2,649,216,454,338.00  0.48 0.52 

5. 2014     6,252,136,312,720.01     2,982,866,000,798.00  0.48 0.52 

6. 2015     5,990,424,062,511.95     2,329,728,331,330.00  0.39 0.61 



7. 2016     6,582,780,929,675.43      2,506,312,481,085.00  0.38 0.62 

8. 2017     8,195,968,131,799.16      4,061,113,371,545.00  0.50 0.50 

9. 2018     9,141,371,395,099.70      5,577,767,500,414.00  0.61 0.39 

10. 2019    9,280,742,072,448.24      5,698,701,179,582.00  0.61 0.39 

11. 2020    9,278,520,060,061.37     5,875,896,342,538.00  0.63 0.37 

12. 2021     9,611,977,226,695.47     5,712,683,072,712.00  0.59 0.41 

13. 2022   10,235,849,833,278.70     5,288,928,528,005.00  0.52 0.48 

14. 2023     9,598,903,780,312.40      4,395,361,034,595.00  0.46 0.54 

15. 2024   10,965,540,990,987.00     5,648,721,133,679.00  0.52 0.48 

16. 2025 9.837.929.951.702,67 5.324.669.952.557,00 0,522 0.478 

 

4. Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD 

 

NO. TAHUN PENDAPATAN  PERTUMBUHAN PENDAPATAN 

1. 2010 3,222,589,000,000.00   

2. 2011 3,963,984,966,161.18  23,01 

3. 2012   5,223,940,074,318.61  31,79 

4. 2013    5,473,787,298,623.10  4,78 

5. 2014     6,252,136,312,720.01  14,22 

6. 2015     5,990,424,062,511.95  (4,19)  

7. 2016     6,582,780,929,675.43  9,89 

8. 2017     8,195,968,131,799.16  24,51 

9. 2018     9,141,371,395,099.70  11,53 

10. 2019    9,280,742,072,448.24  1,52 

11. 2020    9,278,520,060,061.37  (0,02) 

12. 2021     9,611,977,226,695.47  3,59 

13. 2022   10,235,849,833,278.70  6,49 

14. 2023     9,598,903,780,312.40  (6,22)  

15. 2024   10.962.497.244.934,05 14,24 

16. 2025 9.837.929.951.702,67 (10,258) 

 

5. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB 

 

No. Tahun Pajak Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan  

Total Pajak Daerah 
Kabupaten/Kota  

PDRB Persentase 
(%) 

1. 2010 1,360,104,831,900  
              

176,143,095,835  
   

194,012,970,000,000  
                            

0.7918  

2. 2011 
                   

1,385,851,745,000  
              

263,686,757,363  
   

226,666,930,000,000  
                            

0.7277  

3. 2012 
                   

1,724,326,700,000  
              

431,731,335,861  
   

253,265,120,000,000  
                            

0.8513  

4. 2013 
                   

1,882,596,915,640  
              

603,315,408,336  
   

280,348,460,000,000  
                            

0.8867  

5. 2014 

                   

2,267,779,726,034  

              

930,256,331,718  

   

306,421,600,000,000  

                            

1.0437  

6. 2015 

                   

2,324,865,133,162  

              

937,831,527,528  

   

331,765,700,000,000  

                            

0.9834  

7. 2016 

                   

2,378,960,064,733  

              

983,822,031,664  

   

353,866,960,000,000  

                            

0.9503  



8. 2017 
                   

2,835,440,186,800  
           

1,163,228,418,864  
   

382,885,700,000,000  
                            

1.0444  

9. 2018 
                   

3,197,900,645,678  
           

1,281,661,833,682  
   

419,392,160,000,000  
                            

1.0681  

10. 2019 

                   

3,145,558,634,339  

           

1,576,847,392,186  

   

453,402,710,000,000  

                            

1.0415  

11. 2020 

                   

3,081,800,984,700  

           

1,531,554,325,933  

   

454,607,400,000,000  

                            

1.0148  

12. 2021 
                   

3,523,785,342,246  
           

1,575,793,148,298  
   

493,636,850,000,000  
                            

1.0331  

13. 2022 
                   

3,680,900,000,000  
           

2,192,431,962,105  
   

591,603,480,000,000  
                            

0.9928  

14. 2023 
                   

4,149,362,000,000  
           

2,378,564,769,290  
   

629,099,660,000,000  
                            

1.0377  

15. 2024 
                   

4,301,394,172,077  
           

2,477,881,311,653  
   

663,961,700,000,000  
                            

1.0210  

16. 2025 3.927.846.336.223,83 2.631.521.628.353,91 6.559.367.964.577,74 0,909 

 

6. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 

 

No. Tahun Pendapatan Pendapatan Asli Daerah 
Persentase 

(%) 

1. 2010 3,222,589,000,000.00  1,369,936,000,000.00        42.51  

2. 2011 3,963,984,966,161.18       1,849,119,912,016.18      46.65  

3. 2012   5,223,940,074,318.61       2,001,714,583,551.61      38.32  

4. 2013    5,473,787,298,623.10       2,027,037,384,205.10      37.03  

5. 2014     6,252,136,312,720.01       2,422,673,788,968.36     38.75  

6. 2015     5,990,424,062,511.95       2,534,526,413,315.20     42.31  

7. 2016     6,582,780,929,675.43       2,546,177,544,347.76     38.68  

8. 2017     8,195,968,131,799.16       3,031,633,624,303.15     36.99  

9. 2018     9,141,371,395,099.70       3,528,010,712,183.45     38.59  

10. 2019    9,280,742,072,448.24       3,494,510,853,251.24     37.65  

11. 2020    9,278,520,060,061.37       3,375,100,984,841.37     36.38  

12. 2021     9,611,977,226,695.47       3,866,149,015,117.47     40.22  

13. 2022   10,235,849,833,278.70       4,931,014,199,344.74    48.17  

14. 2023     9,598,903,780,312.40       5,199,971,996,791.40   54.17  

15. 2024   10,965,540,990,987.00       5,312,800,889,308.00   48.45  

16. 2025 9.837.929.951.702,67 4.509.197.075.145,67 45,84 

 

7. Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 

No. Tahun Target [Rp] Realisasi [Rp] 
Persentase 

(%) 

1. 2013      2.214.420.245.000,00  2.027.037.384.205,10 91,54 

2. 2014      2.595.724.088.303,00  2.422.673.788.968,36 93,33 

3. 2015      2.871.976.896.280,09  2.534.526.413.315,20 88,25 

4. 2016 3.093.908.308.589,91 2.546.177.544.347,76 82,30 

5. 2017 3.165.360.996.225,00 3.031.633.624.303,15 95,78 

6. 2018 3.449.590.628.837,00 3.528.010.712.183,45 102,27 

7. 2019 3.436.828.903.746,55 3.494.510.853.251,24 101,68 

8. 2020 3.617.058.256.621,75 3.375.100.984.841,37 93,31 



9. 2021 4.747.088.053.456,97 3.866.149.015.117,47 81,44 

10. 2022 5.385.438.862.341,00 4.931.014.199.344,74 91,56 

11. 2023 5.537.632.151.975,00 5.199.971.996.791,40 93,90 

12. 2024 5.236.576.566.867,00 5.312.800.889.308,00 101,45 

13. 2025 4.838.287.154.591,00 4.509.197.075.145,67 93,20 

 

8. Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas 

 

No. Tahun Realisasi PAD [Rp] PDRB ADHB Non Migas [Rp] 
Persentase 

(%)  

1. 2010 1.369.936.000.000,00 194.012.970.000.000,00 0,70 

2. 2011 1.849.119.912.016,18 226.666.930.000.000,00 0,82 

3. 2012 2.001.714.583.551,61 253.265.120.000.000,00 0,79 

4. 2013 2.027.037.384.205,10 280.348.460.000.000,00 0,72 

5. 2014 2.422.673.788.968,36 306.421.600.000.000,00 0,79 

6. 2015 2.534.526.413.315,20 331.765.700.000.000,00 0,76 

7. 2016 2.546.177.544.347,76 353.866.960.000.000,00 0,72 

8. 2017 3.031.633.624.303,15 336.219.400.000.000,00 0,90 

9. 2018 3.528.010.712.183,45 367.862.100.000.000,00 0,96 

10. 2019 3.494.510.853.251,24 397.889.000.000.000,00 0,88 

11. 2020 3.375.100.484.841,37 406.862.100.000.000,00 0,83 

12. 2021 3.866.149.015.117,47 435.838.000.000.000,00 0,89 

13. 2022 4.931.014.199.344,74 521.236.150.000.000,00 0,95 

14. 2023 5.197.288.200.424,89 569.675.270.000.000,00 0,91 

15. 2024 
5.312.794.988.178,45 

      663.961.720.000.000,00  0,80 

16 2025 
4.509.197.075.145,67 

661.074.620.000.000,00 0,68 

 

 

9. Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah 

 

No. Tahun Realisasi PAD [Rp] PDRB ADHB PKPD [Rp] Rasio 

1. 2010 1.369.936.000.000,00 876.092.777.777,78 1,56 

2. 2011 1.849.119.912.016,18 1.027.828.888.888,89 1,80 

3. 2012 2.001.714.583.551,61 1.135.833.888.888,89 1,76 

4. 2013 2.027.037.384.205,10 1.252.367.222.222,22 1,62 

5. 2014 2.422.673.788.968,36 1.358.042.777.777,78 1,78 

6. 2015 2.534.526.413.315,20 1.438.316.666.666,67 1,76 
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